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Tindak pidana korupsi merupakan sebuah kejahatan yang secara 
kualitas maupun kuantitasnya terus meningkat. Peningkatan jumlah tindak 
pidana korupsi tentu akan sangat berpengaruh terhadap turunnya kualitas 
kesejahteraan bagi masyarakat. Padahal negara memiliki kewajiban untuk 
meningatkan kesejahteraan masyarakat. 
Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang 
Korupsi (United Nations Convention Against Corruption/UNCAC) yang 
diikuti Indonesia pada tanggal 9 Desember 2003 di Merida Meksiko bersama 
137 negara lainnya menjadi bukti awal komitmen Indonesia untuk 
memperbaiki diri melalui pemberantasan korupsi. Dengan keikutsertaan 
Indonesia meratifikasi konvensi ini pada 21 maret 2006 yang kemudian 
diikuti dengan disahkannya UU Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Ratifikasi 
United Nation Convention Againts Corruption 2003, menunjukkan 
kesungguhan Indonesia untuk serius mengimplementasikan konvensi ini.  
Selama ini pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di 
Indonesia telah diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan khusus 
yang berlaku sejak tahun 1957 dan telah berubah 5 kali, akan tetapi peraturan 
perundang-undangan tersebut dianggap tidak memadai. Disahkannya 
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UNCAC juga tidak begitu saja sanggup mengatasi masalah korupsi yang 
menggerogoti bangsa ini. Dalam pelaksanaannya dibutuhkan banyak usaha 
dan kesungguhan tidak hanya dari institusi penegak hukum namun juga dari 
seluruh elemen masyarakat, karena pelaksanaan UNCAC tidak hanya 
tanggung jawab pemerintah namun juga menuntut peran aktif dari sektor 
swasta dan masyarakat madani (civil society). 
Tentunya implementasi UNCAC tersebut tidak harus menunggu 
hingga seluruh peraturan perundangan terharmonisasi dengan UNCAC, 
karena sebenarnya telah banyak peraturan perundang-undangan yang 
mengarah pada pemberantasan dan pencegahan korupsi di Indoneisa. Untuk 
itu studi ini berusaha mengidentifikasi kegiatan dan peraturan yang telah 
dikerjakan Indonesia khususnya peraturan tentang tindak pidana korupsi 
yang sejalan dengan amanat UNCAC. Meskipun hasil dari berbagai 
program/kegiatan tersebut belum membuahkan hasil yang maksimal, yang 
dibuktikan dengan masih terpuruknya Indonesia akibat Korupsi, namun 
setidaknya hasil studi ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi 
proses harmonisasi perundangan yang sedang berlangsung. 
Studi ini diberi judul “Kebijkan Hukum Pidana Indonesia dan 
UNCAC Tahun 2003 dalam Kaitannya dengan Upaya Pencegahan Tindak 
Pidana Korupsi”. Penulisan studi/tesis ini diuraikan dalam 4 (empat) bab 
yaitu Bab I Pendahuluan, Bab II, Tinjauan Pustaka, Bab III Hasil Penelitian 
dan Pembahasan, dan Bab IV Penutup. Bab I akan memuat latar belakang 
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masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik kegunaan teoritis maupun 
praktis, berisi metode penelitian yang didalamnya ada jenis penelitian, 
pendekatan yang digunakan, bahan hukum, unit analisa, serta sistematika 
penulisan mengenai hal-hal apa saja yang akan dilakukan di dalam penulisan 
tesis ini. Bab II yakni menjabarkan mengenai Tinjauan Umum Tentang 
Tindak Pidana, serta Tindak Pidana Korupsi, Dalam Bab III akan 
menjabarkan Hasil Analisis tentang hasil yang diperoleh dari penelitian, 
yakni Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dalam Rumusan Peraturan 
Perundang-undangan di Indonesia, Pencegahan Tindak Pidana Korupsi 
melalui Peran Lembaga/organisasi lain, serta melalui Peran Serta 
Masyarakat. Dan menguraikan hasil pembahasan yakni tentang Pencegahan 
Tindak Pidana Korupsi menurut Konvensi UNCAC (United Nations 
Convention Against Corruption) Tahun 2003 dalam kaitannya dengan 
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Dalam globalisasi ekonomi saat ini, korupsi telah menjadi masalah 
internasional yang membutuhkan kerjasama dan komitmen dari seluruh 
negara untuk mengatasinya. Kerjasama, keterbukaan dan komitmen baik dari 
negara berkembang maupun negara maju dibutuhkan untuk memutuskan 
rantai korupsi ini. Karenanya, disahkanlah sebuah terobosan peraturan untuk 
mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi yakni UNCAC (United 
Nation Convention Againts Corruption) Tahun 2003. Sebagai negara peserta 
ratifikasi UNCAC sekaligus tuan rumah rumah konferensi ke dua negara 
peserta UNCAC, Indonesia secara serius mempersiapkan diri dan secara 
konsisten berusaha mengimplementasikan tujuan UNCAC ini. Hal penting 
dalam memastikan terselenggaranya percepatan pemberantasan korupsi di 
Indonesia dalam mendukung UNCAC adalah memastikan perangkat hukum 
dan peraturan-peraturan yang ada saat ini sesuai dengan tujuan UNCAC. 
Untuk itu, Studi berikut ini, bermaksud melihat dan menganalisis lebih jauh 
mengenai peraturan perundang-undangan di Indonesia yang turut 
mendukung khususnya dalam hal pencegahan tindak pidana korupsi di 
kaitkan dengan Konvensi UNCAC 2003 tersebut. 
 
 
Kata Kunci : Pencegahan Tindak Pidana Korupsi, UNCAC (United Nation 
Convention Againts Corruption) Tahun 2003, Peraturan Perundang-
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